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BUIPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkst Daerah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan  Peraturan Bupati tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan [ungsi serta
tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Buton;

Pasal 18 ayat (6] Undang- undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2Y ‘Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Numor 4438.);

. Undang-Undang Nomor 3 Tshun 2005
tentang Sistern Keplahrasaan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nurnor 89, Tanbalian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4535



10.

. Undang-Undang Nomor 4C Tahun 2009

Tentang Xepemudaan (L2mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran  Nepara Republik Indonesia

MNomor 5067

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Gerakan Pramuka  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomor

5169);

- Undang-lindang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan DPeraturen Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

. Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494 )

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20!4 tentang
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);



Menetapkar. :

11, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );

12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pemuda dan ©Olahraga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 101);

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahiraga (Berila Neguara

Kepublik Indonesia ‘Tahun 2015 Nomor 1925);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahen yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otorom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buion Tahun 2016 Nomor
112:);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 1 16)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buten.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang selanjutnyva disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten

I S

Ruiton
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11.

12.

13.

14.

15.

la.

17,

18.

(1)

(2)

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut
Dinas Xepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Buton.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas
Kepemudaan dar Olahraga Kabupaten Buton.

Sekretariar  adalah Selkaetariat Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Buton.

Sekretzris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah
Selcretans Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.
Bidang adalah Didang pada Dinas Kepemudaan dan OQlahrage
Kabupalen Bulon.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah 3Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton.

seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahrags
Kabupaten Buton.

Kepala Seksi adalah Kepala Selksi pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Buten.

Unit Dclaksana Tcknis Dinas, yang sclanjutnya discbut UPTD
adalah unsur  pelaksana  leknis  Dioas Kepemudaan  dan
(Jlahraga Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atan kegiatan teknis tertentu.
Kelempok Jzbatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di ingkungan Dinas ketahanan Pangan Kabupater
Buton.

BAE 11

KEDUDUEAN
Pasal 2

Dinas Kepemudean dan Olahraga adalah unsur pclaksana
urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahiraga  yang
menjadi kewenanpgan daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olah raga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Oladhiraga adalah Dinas Daerah Tipe B.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dnas;

b. Sekretariat;

¢. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan:

d

Bidang Pembudayaan Olahraga;

0

Bidang Peningkatan mestasi vlahraga;
sSub Bagan/Sekst;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b
terdiri atas :

a. Subbagian perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepagawaian

Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana
dimaksud pada Avat (2) Huruf ¢ terdin atas :

a. =elisi Pemberdaysan pemuida dan Kepramukaan

b. Seksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan

c. Scksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda

EBidang Pembudayaan Olahraga scbagaimana dimaksud pada
Avat (2) Huruf d terdiri atas :

a. Seksi Olahraga Pencidikan dan sentra Olahraga

b. Seksi Olahraga rekreasi, tradisional dan Layanan Khusus

c. Seksi kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Bidang peningkatan Presiasi Olahraga sebagaimana dimaksud
pada Ayat |2) Huruf e terdin atas :

a  Seksi Pembibitan, IFTEK dan tenaga Keolahragaan

h. Seksi Promosi Olahraga dan Clah raga Prestasi

¢ Seksi Srandarigasi dan infrastruktur oleshraga

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

tercantum dalam lampiran Dcraturan Bupati ini



(1)

(2)

(3)

(1)

{2)

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {2) huruf
b, dipimpin olch scorang Sckretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf
c.hurut d harut e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

dipimpir. oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Scksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Avat (5).
Ayat (), Ayat (7}, dan Awat (B) dpimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bkertangrungjawab kepada
kepala Bidang masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas
membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  urusan
pemerintahan menjadi kewenangan daerah dibidang
Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan  ponctapan  kebijskan di bidang
layanan kepemudaan. pembudayaan olahraga, dan
penirgkatan prestasi clahraga;

b. koordinzsi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang layanan kepemudaan. pembudayaan olahrags,
dan peningkatan prestasi olahraga;

¢. koordinasi pclaksaraan tugas, pembinaan dan
pemberian dukiungan administrasi di lingkungan Dinas
Pemuda dan Olahrage;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang _ayanan
kepemudaan. pembudayaan olahraga, dan peningkdlan
prcstasi olahraga;

e, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga;
dan

f. pengawasan atas pelaksanaan tagas di lingkungan
Dinas Pemuda dan Olahraga.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal €

Kepala  Dinas mempunyal tugas memimpin  dan

melaksanakan urusan pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan daerah  dibidang  Ketahanan Pangan

berazaskan otonorm  daerah dsn  mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan pangan serta

membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah,

Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Ayat |1} menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekmis di bidang Kepemudaan dan
Olahraga

b, Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan
pelayanan umum

¢. Pelaksanaan pemkinaan terhsdap UPTD dan kelompok
jabatan fungsional

d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang
kesekretariatan dinas

e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesual tugas dan
kewenangannya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala
caerah sesual dengan tugas poxok dan lungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

Sekretaris Dinas mempunyai fugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagamana

dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan Kementenan Pemuda dan Olahraga,

lr. kourdinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas
Pemuda dan Olahraga;

. pembinaan dan pemberian layanan administrasi
pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur,
kevangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi
Dinas Pemuda dan Olahraga;

d. pembinaan dan penyelenggerasn organisas: dan tata
lakzana, kerja sama, dan huhingan masyarakat:

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
negara; dan



g. pelaksansan tugas lain yang diberikan oleh Kepaa Dinas
Pemuda dan Olahraga.

Pasal &

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan, mempunyai
tugas:

H.

L =T oI

melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program,
anggaran, keuangan, serta pelaksanaan penataan organisasi
melaksanakan administrasi keuangan;

melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;

melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; dan
menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar
lembaga

Pasal ©

Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan
sebagaimana, mempunyai tugas:

a.

b.
C.

melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip,
adoinist asi ke peyawadaar,

mengumpullan bahan pedoman dan petunjuk teknis,

melaksanakan penyvusunan anggaran, mengelola, administrasi
xeuangan dan perbendaharaan,.

Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi tekris administrasi
umum

Melaksanakan pembinaan, pengendalian scrta administraslt winasan
kepegawaian

Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN
Melaksanakan dan mengelola rumahtangga dan ketataudahaan
Melaksanakan hubungan masyarakat dan system informasi

Bagian Keempal
Bidang Layanan Kcpecmudaan dan Kepramukaan

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai
tugas menyelengparakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastrukiur dan kemitraan
pemuda.

(2) Kepala Bidang Kepemudaaan dan  Kepramukaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana cimaksud pada ayat 1
menyclenggarekan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,

pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan
pemuda dan kepramukaan,;



koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
serta  infrastruktur dan kemilsan pemnoeda dan
kepramukaan;

penyvusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
hidang pemberdayvaan pemuda, pengemhangan pemuda,
scrta  infrastruktur dan  kemitraan pemuda dan
kepramukaan,

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta
infrastruktur dan kemitraan pemuda dar. kepramukean;
pemberian bimbingan teknis dan supervisti di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta
infrastruktur dan kemitraan pcrmuda dan kcpramukaan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di  bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta
infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukszan,;
pelaksanaan administrasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Seksi Pemberdayzan Pemuda dan  kepramikaan
mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordmasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kehijakan

menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria
melaksanakan bimbingan ks dan supervisi,

melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi,

melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Pemuda dan pramuka

=" e -

Pasal 12

Kepala Scksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan

mempunyal tugas :

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan,

b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria,

c. melaksanakan bimbingan tekmis dan supervisi, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan

d. me.aporkan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengembangan Pemuda.

Pusal 13

Kepala Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda mempunyal

tugas :

a. melaksanakan perumusan kebijakan, Kkoordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kcbijakan

b. penyusunan narma, standar, prosedur, dan kriteria



c. pembenan bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan,
analisis, cvaluasi, dan

b. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan
Kemitraan Permuda;

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahragz

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas

(2)

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
olahraga  pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi,
pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga,
pengeimbangan olabiraga tradisional dan layanan khusus serte
kemitraan dan penghargaan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,
Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan ddi bidang pengelolaan  olaluags
pendidikan dan pengelolaan pembinaan scentra olahraga,
pengelolaan clahraga rekreasi, pengembangan olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;

b. koordinasi dan sinkronisas: pelaksanaan kebijjakan di
bidang pengelolaan olehraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus,
serta Kemitraan dan penghargaan olahraga;

C. penyusunan norma, stardar, prosedur, dan kriteria d:
bidang pecngelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra o.ahraga, pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangan olahraga tradisional cdan layanan khusus,
serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan  olahraga pendidikan dan  pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangan olahraga tracisional dan layanan khusus,
serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan vlaluaga peondidikan dan pengelolaan
pcmbinaan scntra olahraga, pengelolann olahraga rexreasi,
pengembangan olahraga tradisienal dan layanan khusus,
serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

. pelaksanaan evaluasi dan pe.aporan di bidang pengelolaan
olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan



olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan
dan penghargaan olahraga;

pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan
Olahraga; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga.

Pasal 15

Kepala Scksi Olahraga Pendidikan dan Scntra Olahraga

mempunyai tugas :

.

b.

melaksanakan perumusarn kebijakan, koordinasi  dan
sinkronisasi

melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriternia, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
memantan, menpgacalisis, wenpevaluasi,  dao pelapuran
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga
pendidikan dan sentra olahraga.

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra

. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

clahraga pendidikan dan pembinaan sentra

Pasal 16

Kepala Scksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan

Khusus mempunyai tugas:

a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan, penyusunan
norma, standar, prossdur, dan  kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervise;

b. mermantau, menganalisis, mengevaluasi, dan
melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
olahraga rekreasi, tradisional, dan layanarn khusus.

¢. Menyiapkan penyusunan norma dan standar di bidang
pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan
khusus

d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidanz pengelolaan nlahraga rekreasi tradisional

dan layanan kkhusus



Pasal 17

Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai

tugas:

cl.

Menyiapkan — bahan-bahan perumusan kebijakan teknis,
program dan kegiatan Kerjasama, Penelitian dan Promosi
Industri;

menyiapkan  Bahan-bahan bimbingan teknis Fasilitasi
kerjasama,Penelitian dan Promosi industri ;
Menginventarisasi, menyusun dan menyajikan laporan
mengenai kegiatan Penelitian dan Promosi industri ;

Melaksanakan tugas-tugsas lain yang diberikan atasan

Bagian Keenaim
Bidang Pcningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 18

{1) Kepala Bidang Peningkatan Prstasi Olahraga mempunyai tugas :

12)

Menyelenggarakan perumusan kebijakan sertn koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan Kebijaxan di bidang pembibitan, iptek

olahraga dan, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan

olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal
18, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menjalankan fungsi :

H.

perumusan kebijakan di bidang pembibiten, iptek, dan
tenaga keolahragzaon, sromosi olahraga dan olahraga prestasi
serta standardisasi dan infrastrukiur olabiraga.

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keclahragaan, promosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur clahraga.

penyusunan norma, standar, proscdur, dan kriteria di
bidang pembibitan, iptek, dan tenaga kecolahragzan, promosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga.

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promos



olahraga dan clahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olehraga.

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembibitan, ipiek, dan  fenaga keolahragaan, promosi
olahraga dan clahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga.

f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan,
iptek, dan tenagas keolahragaan, promosi olahraga dan
olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur

olahraga.

g. pclaksanaan administresi Kepala Bidang Peningkalan
Prestas) Olahraga; dan

h. pelaksanaan fungsi lzin yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga,

Pasal 19

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
mempunyal tugas melagsanakan perumusan kebijjakan, koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusuran norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
superviei, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IFTEK, dan :icnaga
keolahragaan.

Pagal 20

Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai

tugas:

a.  menyiapkan perimuean kehijakkan fagilitagi di hidang
pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;

b. menviapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijelkan
d bidang pembibitan, IPTEK, dan enaga keolaluagaan,

c. menyiapkan penyusunan nierma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pembibitan, IPIEK, dan tenaga keolahragaan;

d. menviapkan pemberan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pembikitan, IPTEK, dan ternaga keolahragaan; dan

e. memantau analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di  bidang pembibitan, I[IPTEK, dan tenaga

keolahragaan.



Pasal 21
Kepala Seksi standarisasi dan infrastruktur mempunyai tugas:
d. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi

rl

mcmantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan
pelaksanaan kebyakan di bidang standardisasi dan
infrastruktur olahraga.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Diras Kepemudaan dan Qlahraga dalam
melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip kcordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga s=endiri maupun dalam hubungan antar Dinas
Kepemudaan dan Clahraga dengan Perangkat Daerah den /atau

lembaga Lain yang terkait.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahar dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugdas yang
telah ditetapkan.

{2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab
serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuian Peratuiran

Perundang-Undangan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinen Unit Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di
bawahnya.

Pasal 25
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil puna setiap pejabat di
lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mendelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesual dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 26
(1) Kepala Dinas merupalkan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
Dimpinan tingg pratama.
|2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon llla atau jabatan
administrator.
{3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau jabatan
administratcr.
{4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon I'Va atau jabatan pengawsas.
(5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan
DETZAWAS.
I
Bagan Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27
{1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28
1) Segala biaya yang diperlukan unluk pelaksanaan tugas dan fungsi
dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibebankan pada
Anggaren Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain biaya yang bersumber dari Arggaran Pendapatan dan Belanja
Naerah sebagaimana dimaksud dalam ayat [1). Dinas Kepemudaan
dan Olah raga dapat dibcrikan bantuan pembiayaan sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur

sesuzl dengan Peraturan Perundang-lIndangan yang berlaku

Pasal 30

(1) Di Lingkungan Dinas kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPTD
scsuai dengan kebutuiimn dan besarnya beban kerja berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan vang berlaku.

|2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bugpati tersendiri.

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk
kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangar vang berlalo

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditctapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang

baru.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya

Peraturan Bupati ini.



BAB X
PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokolk Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupatcn Buton

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati in: mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahksn pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bernita Daerah

Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 Oktober 2016
PARAF |
e J. BYPATI BUTON,
Ps -3, -
\(:”915 ) %&w SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Yooy hbor 0’1
ko  Ogeq) bi




BAB X
PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokole Fungsi dan

Tata HKerja Dinas Pendidikan Kabupaten Duton

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahksn pengundangar
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerak
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajn
pada tanggal 12 Oktober 2016

PARAF
By 2 BUPATI BUTON,
¥obrs - o Dt Cap/TTD
Koo . Uken ﬂ‘-*f SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Meboemy . Cpeg £

Diundangkan , di Pasarwajo
pada tanggal || teTo8c. 2016

Pit. SEKRETAKIS DAERAH KABUPATEN,

KAS\M, SH
Pemhbina Utama Muda, TV/e
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KARIIPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 124
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